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Pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayal (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat
dilakukan langsung melalui pemegang saham Perusahaan Sasaran. Pengambilalihan semacam ini
diperholehkan secara hukum asalkan disetujui oleh pihak Direks Perusahaan Sasaran. Dalam praktek bisnis,
sering kali Direks Perusahaan Sasaran tidak setuju perusahaannya diambilalih oleh pihak lain sementara
pemegang saham berhak menjual sahamnya kepada Perusahaan Pengambilalih tanpa persetujuan Direksi
Perusahaan Sasaran. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya, Direksi-lah yang mengetahui segala
sesuatu yang tcrjadi di dalam tubuh perusahaan. Oleh karenaitu, Akta Merger dapat dibatalkan karena tidak
terpenuhinya syarat subjektif prjanjian, yakni kesepakatan. Secarainternal, hal ini mengakibatkan chaos
karena antara pemegang saham dengan Direksi Perusahaan Sasaran terdapat informasi asimetris yang
(dalam ilmu mang emen) memicu terjadinya principal -agent problem.

Di sisi lain, Perusahaan Pengambilalih umumnya menerapkan strategi-strategi tertentu supaya pemegang
saham Perusahaan Sasaran mau menjual sahamnya. Dalam menjalankan strategi bisnis, Perusahaan
Pengambilalih mengiming-imingi pemegang saharn Perusahaan Sasaran dengan memberikan argumentasi
yang seolah-olah akan menguntungkan Perusahaan Sasaran. Namun, sering kali, dalam rangka melancarkan
niatnya tersebut, Perusahaan Pengambilalih memberikan alasan-alasan yang tidak jujur sehingga muncul
informasi asimetris yang menyebabkan pemegang saham Perusahaan Sasaran mengambil keputusan yang
salah. Bahkan, dalam jangka panjang, informasi asimetris mengakibatkan kegagalan pasar (market failure).
Strategi yang diterapkan dengan cara yang tidak jujur merupakan bentuk persaingan usahatidak sehat
sehingga bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Taimn 1999. Bahkan, secara
luas praktek seperti ini dikategorikan sebagal kejahatan korporasi.

<hr>Acquisition under the provision of Article 125 paragraph (1) of Law Number 40 Y ear 2007 shall be
conducted directly through the shareholders of the target company. This kind of takeoversis permitted by
law, if it is approved by the Boaid of Directors of the target company. In business practices, the Board of
Directors of the target company sometimes does not agree to be acquired, while the shareholders is entitled
to sell their shares without approval from the Board of Directors. Thisis understandable because in reality,
the Board of Directors knows more every single point in the company than shareholdersitself. Therefore,
the deed of merger can be canceled due to non-fulfillment of the terms subjective agreement, ie agreement
by the parties. Internally, this could resulted a chaos becaue of Directorsthat (in theory of management)
trigger a principal-agent problem.

On the other hand, acquirer Gompany generally apply certain strategies so that shareholders of the target
company agree to sell their shares. In conducting its business strategy, the acquirer company hereafter
persuade the shareholders of the target company by arguing reasons that seems to favor the whole target
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company. However, in order to rei nforce itsintention, the acquirer company presents some unlawful
reasoning trigger asymmetric infonnation that makes the shareholders of the target company made awrong
decision. In fact, in the long term, asymmetric information leads to the market failure. These kind of
strategies is unlawful because trigger an unfair business competition that was prohibited by Article 17 and
Article 25 Law N umber 5 Year 1999. In future research, such practice is widely categorized as a corporate
crime.



